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BAB III 

HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA 

DALAM KUHP 

 

A. Pengertian Daluwarsa dan Dasar Hukum  

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau 

hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap 

seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa 

pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus 

dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau 

secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan 

penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.1 Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana 

hapus karena daluwarsa…2 

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 

76 ayat (1) tentang asas ne bis in idem ialah untuk kepastian hukum bagi 

setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman 

hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, 

pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa 

karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, 

mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, 

                                                 
1E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.  
2Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 33.  
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bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat 

ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum 

masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang 

tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang 

dijatuhkan oleh pengadilan.3  

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga 

didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. 

Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan 

mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (materiele 

waarheid) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. .Pengungkapan peristiwa 

itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan 

Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem 

penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk 

memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan 

semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang 

dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu 

yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak 

ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan 

bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.4 

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan 

batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat 

dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan 
                                                 

3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 
2002, hlm. 173. 

4Ibid., hlm. 174.  
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lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak 

penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh 

masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh 

banyak kalangan sudah kuno, namun masih menjadi bahan pertimbangan 

hukum.5 

Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur 

dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. 

B. Macam-Macam Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 

Penggolongan jenis-jenis delik di dalam KUHP, terdiri atas 

kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Penggolongan 

untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun 

di dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan 

penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan 

arti yang jelas. Risalah penjelasan undang-undang (Mvt) yang terdapat di 

negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar 

teoritis bahwa kejahatan adalah "rechtdelicten", sedangkan pelanggaran 

adalah "wetsdelicten." Ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan bahwa 

                                                 
5E.Y. Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 427.   



 42

rechtsdelicten merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang 

dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai 

perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan wetsdelicten 

merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak 

dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai 

perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.6  

Andaikata belum dilarang oleh Undang-undang, akan tetapi oleh 

masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang "onrecht" maka 

di situ terdapat rechtdelicten sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, 

pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh 

karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-

undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan "wet", karena 

masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan 

dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan 

di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain sebagainya.7 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten); 

3.  Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 

(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose 

delicten); 

4.  Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta 
                                                 

6Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983, 
hlm. 95  

7Ibid., hlm. 96.   
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commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana 

omisi (delicta omissionis); 

5.  Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam 

waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;  

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 

tindak pidana khusus; 

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 

tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas 

pribadi tertentu);  

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana 

aduan (klacht delicten); 

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), 

tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana 

yang diperingan (gepriviligieerde delicten); 

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta 

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, 

terhadap kesusilaan dan lain sebagainya; 
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11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan 

antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 

berangkai (samengestelde delicten);8  

Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan 

kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan 

dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : 

penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan 

kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap kepada satu atau lebih 

golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 

KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 

KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP). Delik materiil itu adalah delik yang 

perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki 

(dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu 

telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : 

pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materiil tidak tajam 

misalnya Pasal 362.  

Delik Commissioms, delik omissionis dan delik comnussionis 

peromissionem commissa. Delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran 

terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, 

penggelapan. penipuan. Delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran 

terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan yang 

                                                 
8Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, op.cit., hlm. 121  
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diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 

22 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531). 

Delik commissionis per omissionen commissa: delik yang berupa pelanggaran 

larangan (dus delik commissionisl, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara 

tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak 

memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang 

menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan 

wissel (Pasal 194 KUHP). 

Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten). Delik dolus 

; delik yang memuat unsur kesengajaan. misal: Pasal-Pasal 187, 197, 245, 

263,310,338 KUHP. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah 

satu unsur misal : Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 

360 KUHP. Delik tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en samengestelde 

delicten). Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu 

kali. Delik berganda : delik yang bani merupakan delik, apabila dilakukan 

beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).9 

Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus 

(voordurende en niet voortdurende/ aflopende delicten). Delik yang 

berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu 

berlangsung terus, misal; merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 

KUHP). Delik aduan dan, bukan delik aduan : (klachtdelicten en niet klacht 

delicten). Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila 

                                                 
9Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 57  
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ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij). Misal 

penghinaan (Pasal 310 dst. yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), 

chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 

KUHP yo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai: delik 

aduan yang absolut, ialah mis: Pasal 284, 310, 332. Delik.-delik ini menurut 

sifatnya hanya dapat dituntut berdasar kan pengaduan. Delik aduan yang 

relatif ialah mis. : Pasal 367. Disebut relatif, karena dalam delik-delik ini ada 

hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. 

   Catatan : perlu dibedakan antara aduan dan gugatan dan laporan. 

Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal. : A menggugat B di muka 

Pengadilan, karena B tidak membayar hutangnya kepada A Laporan hanya 

pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau 

Jaksa.  

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (eenvoudige dan 

gequalificeerde delicten). Delik yang ada pemberatannya, misal. : 

penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 

ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). Ada 

delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan 

tertentu, misal. : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) Delik ini 

disebut "geprivilegeerd delict". Delik sederhana; misal. : penganiayaan (Pasal 

351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).10  

 

                                                 
10Ibid., hlm. 58.  
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C. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana 

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

Belanda "straafbaarfeit", namun pembentuk undang-undang di Indonesia 

tidak menjelaskan secara rinci mengenai "straafbaarfeit".11 Perkataan “feit” 

itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” 

atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat 

dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat 

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, 

yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa 

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.12  

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang  

tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia 

maksud dengan perkataan “strafbaar feit”, maka timbullah di dalam doktrin 

berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “strafbaar 

feit” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-

perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan 

perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.13 

                                                 
11Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.  
12P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, 

hlm. 172.  
13K. Wancik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, 

hlm. 15.  
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Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong 

menggunakan istilah “delict” yang telah lazim dipakai.14 R. Tresna 

menggunakan istilah "peristiwa pidana".15 Sudarto menggunakan istilah 

"tindak pidana",16 demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah 

"tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana.17 Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan 

pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.18 

Dalam hubungannya dengan hapusnya hak penuntutan pidana, bahwa 

KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak 

untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:  

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76);  

2. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77);  

3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (pasal 78-80);  

4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda 

maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82: bagi 

pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).  

                                                 
14Satochid Kartanegara, tth, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I, tk, Balai Lektur 

Mahasiswa, hlm. 74. 
15R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.  
16Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.   
17Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung PT Eresco, 1986, 

hlm. 55.  
18Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
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D. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana karena Daluwarsa 

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk 

menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari 

berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. 

Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak 

menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni: 

a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan 
dengan percetakan, sesudah satu tahun;  

b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 
kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 

c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih 
dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan  

d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-
tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun. 

 
 

Sedangkan untuk pelaku anak-anak yang pada saat melakukan tindak 

pidana umurnya belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang 

daluwarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga dari 

ketentuan pada ayat pertamanya.  

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan 

pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat 

ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan 

bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin 

lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya 

ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai 

akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya 

macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak 
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pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang 

atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana.19 

Apabila tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana 

diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan 

menjalankan pidana (pasal 84), maka jelas lamanya tenggang daluwarsa 

hapusnya kewenangan menuntut pidana ini lebih pendek. Perbedaan itu adalah 

wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang daluwarsa hapusnya 

kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian 

hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan 

pada tenggang daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum 

dinyatakan bersalah dengan jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh 

pengadilan.  

Berhubung adanya pemberatan pidana (misalnya pengulangan) 

maupun pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), 

maka timbul kesulitan untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam 

dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Dengan 

kata lain dalam hal untuk menentukan ancaman pidana penjara paling lama 3 

tahun atau lebih dari 3 tahun, apakah pemberatan pidana maupun pengurangan 

pidana ikut diperhitungkan ataukah tidak perlu diperhitungkan? Misalnya 

kejahatan pasal 380 KUHP yang diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan, 

yang apabila terjadi pengulangan maka ancaman pidananya ditambah dengan 

sepertiganya atau menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari. Kesulitannya ialah 

                                                 
19Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 

2002, hlm. 173, hlm. 176.  
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untuk menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan 

pidana pada pengulangan pasal 380 ini, apakah berpedoman pada ancaman 

pidana tanpa memperhatikan pemberatan karena pengulangan (2 tahun 8 

bulan) ataukah memperhitungkan juga pemberatan pada pengulangannya 

(ditambah sepertiganya) sehingga ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 

bulan dan 19 hari? Dengan demikian tenggang daluwarsanya tidak sesudah 6 

tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang-undang tidak memberikan petunjuk 

mengenai persoalan ini. Mengenai persoalan ini ada 2 pendapat yang saling 

bertentangan, yaitu: 

a. Pendapat pertama, Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa 

menyatakan bahwa dalam hal menentukan suatu kejahatan diancam 

dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau lebih dari tiga tahun, 

tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun pengurangan 

pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan 

pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan  

b. Pendapat kedua, sebaliknya seperti Jonkers menyatakan bahwa tenggang 

daluwarsa itu adalah didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak 

pidana yang pada kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan 

obyektif maupun subyektif yang memberatkan pidana atau meringankan 

pidana juga harus diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang 

daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.20     

                                                 
20Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: 

PT Bina Aksara, 1987, hlm. 238      
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Adami Chazawi lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan 

berikut. Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun 

keterangan dalam Undang-undang dalam hal memperhitungkan tenggang 

daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana terhadap pemberatan 

ataupun peringanan pidana pada kejahatan. Sedangkan menurut pasal 86 

KUHP di mana menyatakan bahwa apabila disebut kejahatan maka disitu 

termasuk percobaannya dan pembantuan, kecuali ditentukan lain, yang artinya 

Undang-undang hanya memberi penjelasan tentang memperhitungkan 

tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana bagi 

pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan adalah disamakan dengan si 

pembuat dan si pembuat kejahatan selesai. Oleh karena itu di luar apa yang 

diterangkan oleh pasal 86 KUHP (in casu pemberat pidana dan peringan 

pidana pada kejahatan) tetap diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang 

daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana. Sebab apabila maksud 

pembentuk Undang-undang agar tidak diperhitungkan terhadap pemberatan 

dan atau peringanan pidana, tentulah diberikan keterangan sebagaimana 

halnya bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan seperti pada pasal 

86 KUHP tersebut.21 

Sedangkan sejak kapan berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya 

kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (pasal 79 

KUHP), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga 

hal, yaitu: 

                                                 
21Adami Chazawi, op.cit., hlm. 176  
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a. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah 
barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan; 

b. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, 
dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena 
kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;  

c. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a 
KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat 
pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera 
Pengadilan yang bersangkutan.22  

 
Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat 

dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui 

oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara 

yang ditentukan Undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa 

dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang 

daluwarsa yang baru (pasal 80 KUHP). Yang dimaksud dengan tindakan 

penuntutan adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan 

berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar 

perkara itu diperiksa dan diputus (pasal 1 ayat 7 KUHAP). Jadi terbitnya 

hitungan hari penuntutan ialah pada hari di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang 

berkompetensi. Tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk 

pengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak 

menghentikan berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan 

menuntut pidana.  

Disamping proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan 

(dengan tindakan penuntutan), berjalannya tenggang daluwarsa dapat pula 

                                                 
22Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm.35  
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tertunda berhubung dengan adanya penundaan (schorsing) penuntutan, yakni 

apabila terjadi "perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu"/pra-yudisial 

(pasal 81 KUHP). Tertundanya proses berjalannya tenggang daluwarsa karena 

adanya penundaan penuntutan berhubung adanya perselisihan pra-yudisial 

(perselisihan yang harus diputuskan lebih dahulu) berbeda dengan 

penghentian berjalannya tenggang daluwarsa karena penuntutan pidana.23  

Perbedaan itu ialah, pada penghentian tenggang daluwarsa karena 

adanya penuntutan, maka setelah tenggang waktu itu dihentikan akan dimulai 

penghitungan yang baru lagi, tanpa memperhitungkan lamanya waktu 

sebelum tenggang daluwarsa dihentikan, artinya waktu yang berjalan sebelum 

penuntutan dihentikan tidak diperhitungkan lagi. Misalnya A melakukan 

pencurian tanggal 1 Januari 2001, pada tanggal 2 Januari mulai berjalan hari 

pertama penghitungan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan 

pidana. Pada tanggal 30 Juni 2001 (berkas) perkara yang bersangkutan oleh 

Jaksa P.U dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang, maka terhentilah 

penghitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Juni 2001. Penghitungan 

tenggang daluwarsanya mulai hari pertama lagi pada keesokan harinya tanggal 

1 Juli 2001.  

Tetapi pada tertundanya jalan tenggang daluwarsa karena schorsing 

penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, jalan proses 

tenggang daluwarsa tersebut dihentikan sementara yang setelah perselisihan 

pra-yudisial itu diselesaikan, maka penghitungan tenggang daluwarsa 

                                                 
23Adami Chazawi, op.cit., hlm. 177.  
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dilanjutkan lagi, yang artinya lamanya tenggang daluwarsa sebelum terhenti 

juga turut dihitung. Misalnya pada contoh diatas tadi, berhubung adanya 

perselisihan pra-yudisial di mana terdakwa mendalilkan barang yang 

diambilnya itu adalah miliknya sendiri karena telah dibelinya dari si pelapor, 

maka Majelis Hakim melakukan tindakan schorsing penuntutan pada tanggal 

1 Qktober 2001 (sebelumnya tenggang daluwarsa telah berjalan sejak tanggal 

1 Juli = 3 bulan). Kemudian, berhubung telah adanya putusan perdata yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kepemilikan obyek barang yang 

dalam dakwaan telah dicuri oleh A, maka schorsing penuntutan dicabut 

dengan dibukanya persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2001. 

Dengan demikian penghitungan pada tanggal 30 Desember 2001 jalannya 

tenggang daluwarsa dilanjutkan lagi dengan tetap menghitung masa 3 bulan 

tenggang daluwarsa yang tertunda dahulu.24 

Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, 

maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara 

pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya 

putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam 

hal memutus perkara yang dischorsing tersebut. Jonkers memberi contoh 

seorang dituntut (diajukan ke sidang pengadilan) dengan didakwa melakukan 

pencurian suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia 

memberikan keterangan bahwa barang itu adalah miliknya sendiri.25  

                                                 
24Ibid., hlm. 177.  
25Jonkers, op.cit., hlm. 243.  
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Apabila tentang kepemilikan ini terdapat kesukaran dalam hal 

pembuktiannya, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan 

tentang kepemilikan dari barang ini, maka Majelis melakukan tindakan 

penghentian sementara penuntutan, dan meminta pada orang itu mengajukan 

gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan 

diambil oleh Terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut 

perselisihan pra-yudisial sebagaimana contoh tersebut diatas. 

Penghitungan tenggang daluwarsa schorsing oleh sebab adanya 

perselisihan pra-yudisial, tidak saja disebabkan oleh pentingnya suatu putusan 

perkara perdata yang menentukan terhadap putusan perkara pidana yang 

dischorsing, tetapi juga dapat terjadi dalam hal diperlukannya putusan lain 

dari hakim perkara pidana. Misalnya Jaksa P.U telah membawa seseorang ke 

Pengadilan dengan mendakwanya "telah menggunakan surat palsu atau 

dipalsu" (263 ayat 2), sementara ternyata bahwa terhadap orang yang diduga 

membuat surat palsu atau memalsu surat itu diperiksa oleh Majelis Hakim 

yang lain, dengan maksud menghindari adanya dua putusan yang saling 

bertentangan dalam hal pokok perkaranya ada hubungan yang sangat erat, 

maka Majelis Hakim yang memeriksa dakwaan menggunakan surat palsu atau 

dipalsu tadi, perlu mengambil tindakan schorsing penuntutan pidana, dengan 

menghentikan pemeriksaan perkara itu sampai adanya putusan perkara dengan 

dakwaan membuat surat palsu atau memalsu surat tadi mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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Contoh lainnya ialah pasal 314 ayat (3), yang menyatakan bahwa: 

"Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang 

dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai 

mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan". 

Konkritnya pada contoh demikian, A menuduh B telah melakukan perzinaan 

(284) dengan istrinya, dan untuk itu A telah mengajukan pengaduan atas kasus 

itu pada Polisi. Dengan pengaduan yang dilakukan oleh A itu, B merasa 

terhina dan juga melakukan laporan pada Polisi bahwa dia difitnah (311 jo 

310) oleh A. Ketika A dituntut dengan didakwa memfitnah (311 jo 310) ke 

pengadilan, yang ternyata B telah dituntut pula dengan didakwa melakukan 

zina (284), maka Majelis Hakim perkara A melakukan schorsing penuntutan 

pidana, menunggu perkara B diputus dengan putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Dengan telah mendapatkan putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim perkara A mencabut 

schorsing penuntutan dengan membuka sidang kembali. Apabila isi putusan 

perkara B dia dipidana karena salahnya melakukan tindak pidana zina (284), 

maka putusan itu dijadikan dasar oleh Majelis Hakim perkara A untuk 

membebaskan A, dan sebaliknya apabila B dibebaskan - artinya apa yang 

dituduhkan oleh A tidak terbukti, maka dengan putusan pembebasan itu akan 

digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap A.  

E. Dampak dari Daluwarsa Penuntutan 

Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang 

dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak 
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pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak 

bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. 

Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku 

selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang 

gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. 

Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak 

hukuman akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan 

alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar 

karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.26  

Tindak pidana yang telah dilakukan seseorang menjadi tidak dapat 

dituntut karena daluwarsa sudah tentu ada ukuran waktunya. Dalam ketentuan 

pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi 

hapus karena lewat waktu, yakni: untuk semua tindak pidana pelanggaran dan 

kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Sedangkan 

untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana 

kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. 

Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 

tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana kejahatan yang 

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas 

tahun.  

 

                                                 
26Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 

2002, hlm. 173, hlm. 176.  


